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WALI KOTA PALU,

bahwa d a l a m  r a n g k a  m e n i n g k a t k a n
profesionalisme d a n  k iner ja  Pegawai Negeri
Sipil pada  lingkungan Pemerintah Kota Palu,
perlu disusun Manajemen Ta lenta  Pegawai
Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8  ayat (1)
Peraturan Peraturan Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
3 Ta h u n  2 0 2 0  tentang Manajemen Talenta
Aparatur S i p i l  Negara,  p e r l u  menetapkan
manajemen talenta Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintah Daerah;

c. b a h w a  b e r d a s a r k a n  p e r t i m b a n g a n
sebagaimana dimaksud dalam h u r u f  a  d a n
huruf b ,  per lu menetapkan Peraturan Wal i
Kota tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;



Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 4  Tahun  1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n
1994 Nomor 38 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta h u n  2 0 1 4  N o m o r  6 ,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a
Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia N o m o r
5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka l i
terakhir dengan  Undang-Undang N o m o r  1 1
Tahun 2 0 2 0  tentang C i p t a  Ke r ja  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k
Indonesia Nomor 6573);

1. Peraturan Pemerintah Nomor  11  Ta h u n  2017
tentang Mana jemen  P e g a w a i  N e g e r i  S i p i l
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n
2017 Nomor 63 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana
telah d i u b a h  d e n g a n  Pera turan  Pemer intah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11  Ta h u n  2 0 1 7
tentang M a n a j e m e n  P e g a w a i  N e g e r i  S i p i l
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n
2020 Nomor 68 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);



5. Peraturan M e n t e r i  Pendayagunaan A p a r a t u r
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun
2018 ten tang  Pedoman S is tem M e r i t  d a l a m
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

E . Peraturan M e n t e r i  Pendayagunaan A p a r a t u r
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  P E  RATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN TALENTA

PE 3AWAI NEGERI  S IP IL D I  LINGKUNGAN PEMERINTAH

DA ERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratu] n  Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. A p a r a t u r  g a r a  yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi Pega s rai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian
kerja yan bekerj, pada  instansi pemerintah.

2. Pegawa i  11.geri i p i l  yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara In onesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai I :314 sea ira tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
mendudu i  jabat in pemerintahan.

3. Pegawa i  Eemerir tah dengan Perjanjian Ke r ja  yang  selanjutnya
disingkat 31313K adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat teitentu, 3 ang diangkat berdasarkan perjanjian kerja un tuk
jangka r  Iktu t e r t e n t u  d a l a m  r a n g k a  melaksanakan t u g a s
pemerinto k an.

4. M a n a j e m (  r Ta l e r t a  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Manajemc r Talenta PNS adalah Manajemen Talenta PNS Perangkat



Daerah.
5. M a n a j e r  l e n t a  P N S  Pemer in tah D a e r a h  a d a l a h  s i s t e m

manajer i m k  crier P N S  y a n g  m e l i p u t i  t a h a p a n  a k u i s i s i ,
pengeml trigan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan
untuk r  i mdudi rki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial
dan kind j a  tert nggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan
secara ! f e k t i f  d a n  berkelanjutan u n t u k  memenuhi  kebutuhan
Perangk Daer€  h.

6. S i s t e m  V l e r i t  a d a l a h  keb i jakan  d a n  manajemen P N S  y a n g
berdasai 1 :an pa la kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adi l
dan waj3r dengan tanpa membedakan latar  belakang politik, ras,
warna a g  arna, asal usul ,  jenis kelamin, status pernikahan,
umur, ai e u kondisi kecacatan.

7. Ta l e n t a  r  ialah l'egawai PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk
masuk k da lam kelompok rencana suksesi.

8. J a b a t a n  adalal:  kedudukan  y a n g  menunjukkan fungsi ,  tugas ,
tangguni, jawab wewenang, dan hak  seorang pegawai PNS dalam
suatu sa ran  orvanisasi.

9. J a b a t a n  K r i t i k a l  a d a l a h  j a b a t a n  p i m p i n a n  t i n g g i ,  j a b a t a n
administ:;tsi, d ; i n  j aba tan  fungsional  y a n g  d iper lukan d a l a m
mencapa tu juan organisasi dan prioritas pembangunan daerah.

10. Jabatan Ta rge t  ada lah  jaba tan  p imp inan  t i ngg i  d a n  jabatan
administ Lsi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau
jabatan k r itikal y ang akan diisi oleh talenta.

11. Ko tak  Nk.najemm Ta len ta  ada lah bagan  y a n g  te rd i r i  d a n  9
(sembila.r) kategori yang menunjukkan sekumpulan Pegawai PNS
berdasarl t i n g  ratan potensial dan kinerja.

12. Rencana ukses i  adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan
Suksesor 5ang di] )royeksikan dalam Jabatan Target.

13_ Kelompok Rencana Suksesi Instansi adalah kelompok talenta pada
masing-ma sing I  nstansi Pemerintah yang  berasal d a n  k o t a k  9
(sembilan, 8  (delapan), d a n  7  ( tu juh)  y a n g  dis iapkan u n t u k
mendudu c jabattLn target di lingkungan instansinya.

14. Kelompok Rencar a Suksesi Nasional adalah kelompok talenta yang
berasal c  k o l  ak 9  (sembilan) p a d a  masing-masing Instansi
Pemerinta - y a n g  d ih impun  o leh  T i m  Manajemen Ta len ta  A S N



Nasiona u n t u k  disiapkan menduduki jabatan target dalam lingkup
nasiona .

15. Suksesc r (succ essor) ada lah  ta len ta  y a n g  dicalonkan men jad i
penggan t Peja l  at yang menduduki Jabatan Target saat  i n i  dan
disiapke r untu:c mendudukinya pada saat jabatan tersebut lowong
dan/ata sesua  kebutuhan.

16. Akuis is i  Ta l e n  a a d a l a h  s t ra teg i  mendapatkan t a l e n t a  y a n g
dilaksar E kan r  aelalui tahapan analisis jabatan kr i t ika l ,  anal isis
kebutul- E n taler.ta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian
dan pen L )taan 1 alenta, penetapan kelompok rencana suksesi, serta
pencarie r L talenta melalui mekanisme mutasi  an tar  instansi dan
pertukal g n pegs wai melalui mekanisme penugasan khusus.

17. Pengemli, tngan Talenta adalah strategi pengembangan kar ier dan
kompete r si tale Zta melalui ASN corporate university, sekolah kader,
tugas lx L [jar, n  bentuk pengembangan kompetensi lainnya.

18. Retensi "alenta adalah strategi mempertahankan talenta melalui
pemante t Lan, i x  nghargaan, dan manajemen suksesi untuk menjaga
dan m e  gemba agkan kompetensi d a n  k iner ja  talenta agar  s iap
dalam pi lempai an jabatan.

19. Penempg Ian Talanta adalah strategi penempatan talenta yang tepat
pada jab 3tan tar get di waktu yang tepat.

20. Potensia adala1 kepemil ikan potensi/kemampuan terpendam yang
memung,, inkan talenta u n t u k  mengembangkan d a n  menerapkan
kompete ) si yank diperlukan dalam jabatan target yang diperkirakan
dapat di ) ranka n melalui assessment center, u j i  kompetensi, rekam
jejak jab. :an, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.

21. Kompete s i  ada lah kemampuan, pengetahuan, dan  keterampilan,
dan p e r :  aku y  Ong per lu  d im i l i k i  o leh  set iap PNS aga r  dapa t
melaksaii. tkan ti igas secara efektif.

22. Standar  E. ompetmsi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut a n d a r  Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan,
keteramr i an da i perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri
Sipil dah r 1 mela csanakan tugas jabatan.

23. Kompete: )3i T e  mis a d a l a h  pengetahuan,  keterampi lan,  d a n
sikap/pe laku  y ang dapat diamati, d iukur dan dikembangkan yang
spesifik t f rkaitai t dengan bidang teknis jabatan.



24. Kompet(usi MEnajerial ada lah pengetahuan, keterampilan, d a n
sikap/p41 ilaku yang dapat diamati, d iukur,  dikembangkan un tuk
memimT i -idan/atau mengelola unit organisasi.

25. Kompet(t.si Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/p() ilaku yang  dapat  diamati ,  d i uku r,  d a n  dikembangkan
terkait , l engan  pengalaman ber interaksi  d e n g a n  masyaraka t
majemu da lan-  h a l  agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangs i in, eti:ca, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus
dipenuh o l e h  p e m e g a n g  Jabatan u n t u k  memperoleh hasi l
kerja se: rlai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

26. U j i  Komp !tensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis,
manajer E 1, dan sosial kultural PNS dalam melaksanakan tugas dan
fungsi ja atann3 a.

27. Kiner ja Edalah has i l  ker ja  yang dicapai o leh  set iap PNS pada
organisa 3 /unit.

28. Penilaiai Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan
penggab r agan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja
sesuai p. a turar  perundangperundangan.

29. Pemerinikatan Kinerja adalah perbandingan antara k iner ja PNS
dengan INS lainlya dalam 1 (satu) unit  kerja dan/atau instansi.

30. B imb ing  i  K i n  erja a d a l a h  s u a t u  p roses  terus-menerus d a n
sistemat: yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu
PNS aga - mengiAahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan
mencega - terjad nya kegagalan kinerja.

31. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan
memban .1 penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS
dalam m !icapai target kinerja.

32. Rotasi  L..Ebatan ( job rotation) adalah pemindahan talenta secara
sistemat E dan s i t u  jabatan ke jabatan lain.

33. Perluasa i Jaba.an ( job enlargement) adalah peningkatan k iner ja
talenta n L lalui  r enambahan tugas dan fungsi dalam lingkup jabatan
yang son ..t.

34. Pengayak .1 1 Jabe tan ( job enrichment) adalah peningkatan motivasi
talenta r  lelalui pengayaan pe ran  d a n  tanggung jawab,  s e r t a
pengaku. d a n  1>enghargaan dalam jabatan.

35. ASN Co; r 'orate University adalah enti tas kegiatan pengembangan



kompetc r si ASV yang berperan sebagai sarana strategis u n t u k
menduk n g  p e  ncapaian t u j u a n  pembangunan nas iona l  d a l a m
bentuk I  enang: man isuisu strategis melalui proses pembelajaran
tematik ' Ian  t o  rintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah
terkait d E n tena ;ra ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.

36. Sekolah Kader  ada lah s is tem pengembangan kompetensi y a n g
bertujua r u n t u  c menyiapkan pejabat administrator melalui j a lu r
percepat a n peni: igkatan jabatan.

37. Sistem I  riforme si A S N  ada lah  rangkaian in formas i  d a n  d a t a
mengenE i pegam ai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh
dan terir i egrasi lengan berbasis teknologi.

38. Sistem r  forma: d Manajemen Talenta adalah rangkaian informasi
dan m e n g t n a i  Manajemen Talenta PNS yang disusun secara
sistemat E. , meny eluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

39. Daerah c  Lalah Kota Palu.
40. Pemerint h  Dae•ah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerint h a n  D a e r a h  y a n g  m e m i m p i n  pelaksanaan u r u s a n
pemerint 3han yang menjadi kewenangan daerah otonom.

41. Wa l i  Kot adalah Wali Kota Palu.
42. PerangkE t Daerz h adalah unsur  pembantu Wal i  Kota dan Dewan

Perwakil: i  R a :  cyat D a e r a h  d a l a m  penyelenggaraan U r u s a n
Pemerint i han yang menjadi kewenangan Daerah.

43. Pejabat y a n g  Berwenang a d a l a h  p e j a b a t  y a n g  mempunya i
kewenan ; m met aksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberh.! itian F NS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangai,

44. Pejabat 'embing L Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenan ; in m e n e t a p k a n  p e n g a n g k a t a n ,  p e m i n d a h a n ,
pemberhf i t ian,  d a n  pembinaan Manajemen P N S  d i  i ns tans i
pemerint s e s  uai d e n g a n  ke ten tuan  p e r a t u r a n  perundang-
undangat

Pasal 2
(1) Manajerr  e n Talc nta PNS dilaksanakan berdasarkan sistem merit

dengan x insip:
a. o b j e t  7 if,



b. t e n  icana;
c. t e r l  L ika;
d. t e r )  t  wak t i ;
e. a k t .  t itabel;
f. b e t  E .s dari intervensi politik; dan
g. b e r  h  dan prak t ik  korupsi, kolusi dan nepotisme.

(2) P r i n s i p  ob jek t i  d a l a m  manajemen ta len ta  PNS sebagaimana
dirnakst d. pada  aya t  (1) h u r u f  a,  ada lah  proses yang  sesuai
dengan k e a d a  in y a n g  sebenarnya t a n p a  d ipengaruh i  o l e h
pandan€ A in atai peni laian subjektif pribadi.

(3) P r i n s i p  r i a  dalam manajemen talenta PNS sebagaimana
dimakst c L p a d a  aya t  (1) h u r u f  b ,  ada lah  manajemen ta len ta
dalam ri7...mper -iiapkan Suksesor pada masing-masing Jabatan
Target L n g  a l  :an lowong da lam perencanaan d a n  persiapan
pada t  h u n  s e b e l u m n y a  secara sistematis d a n  te rs t ruk tu r
sesuai

(4) P r i n s i p  i r b u k a  da lam manajemen ta lenta P N S  sebaga imana
dimaksur. p a d a  aya t  (1) h u r u f  c, ada lah pemberian informasi
manajen n  tale nta PNS bersifat terbuka yang meliputi  tahapan
pelaksanE an, k  riteria d a n  in formasi  penetapan ta len ta  dapa t
diakses c leh selttruh Pegawai PNS.

(5) P r i n s i p  t  a t  k t u  dalam manajemen talenta PNS sebagaimana
dimaksu i pada ayat (1) h u r u f  d, adalah Jabatan  Target dalam
manajerr (n tale nta PNS yang  lowong dapat  segera d i i s i  o leh
Suksesot sehinEga t idak terdapat jabatan lowong dalam waktu
lama dat men ja  min persediaan talenta dalam pengisian jabatan
target.

(6) P r i n s i p  I •  :untab el dalam manajemen talenta PNS sebagaimana
dimaksu4 I. p a d a  aya t  (1)  h u r u f  e ,  ada lah  proses manajemen
talenta F t dS d i lakukan sesuai standar/pedoman yang  ber laku
dan daps t dipert anggungjawabkan.

(7) P r i n s i p  t c  bas d  ari intervensi po l i t i k  da lam menajemen ta lenta
PNS sebE taiman a dimaksud pada ayat (1) h u r u f  f,
adalah p o s e s  inanajemen ta len ta  PNS bebas  d a r i  pengaruh
dan/  atau ekana  n politik.



(8) P r i n s i p  b e r s i h  d a r i  p r a k t i k  ko rups i ,  k o l u s i  d a n  nepot isme
manajei r en te l  mta PNS sebagaimana dimaksud pada aya t  (1)
h u r u f  € , adalE h proses Manajemen Ta len ta  PNS bers ih  d a r i
p rak t ik  I:orupsi, kolusi,  dan nepotisme.

Pasa1 3
Ruang l ingk Lip m a  aajemen ta lenta PNS d i  l ingkungan Pemerintah
Daerah, meli r uti:
a. K e l e m l x  ;aan Manajemen Talenta PNS;
b. P e n y e l e r  1;garaa:). Manajemen Talenta PNS; dan
c. S i s t e m  I i format Mana jemen Talenta

BAB II
KELICMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4
(1) M a n a j e n  T a l m t a  PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

hu ru f  a • Lilaksa nakan oleh Tim  Manajemen Talenta Pemerintah
Daerah d i t e  tapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Pemer imE h Dak rah menyelenggarakan Manajemen Talenta PNS
berdasar a n  art alisis kebutuhan yang mengacu pada pencapaian
visi, min  i tu juE  n, d a n  sasaran, serta, strategi organisasi guna
mewuju( I can pr oritas pembangunan nasional dan daerah.

BAB III
PENYE _,ENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5
Penyelenggara, In M t  najemen Ta len ta  PNS sebagaimana d imaksud
dalam Pasal h u r u f  b didukung infrastruktur yang terdiri dari:
a. p e t a  jabs t m yang sedang/akan lowong dan jabatan krinkal;
b. p r o f i t  ta l l  r tta;
c. s t a n d a r  Letode dan penilaian dalam metode assessment center

dan uji k 3 rnpetelisi yang ditetapkan secara nasional;



d. s t a n d a r  kompc tensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perund t ig-unc Langan;
e. s t a n d a r  3enilai an kinerja riil;
f. p o l a  ka - er;
g. t i m  ma 3 ajemei i talenta PNS Pemerintah Daerah;
h. p r o g r a n  penge: -nbangan talenta (ASN Corporate University/ Sekolah

Kaderr 1 tgas B .lajar);
i. p a n i t i a  eleksi;
j. b a s i s  d ita sun .ber daya manusia (SDM);
k. s i s t e m  3 [forma si manajemen talenta PNS; dan

1. a n g g a n

Pasal 6
PenyelenggE r aan A lan jemen Ta len ta  PNS sebagairnana d imaksud
dalam Pasa 3  hurt. f  b, meliputi:
a. a k u i s i s  talentE.;
b. p e n g e n  1 langar talenta;
c. r e t e n s i  Jenta ;
d. p e n e m i  t a n  to lenta; dan
e. p e m a n i  u a n  d in evaluasi.

Pasal 7
Akusisi  t a l  E nta t h a g a i r n a n a  d i m a k s u d  d a l a m  Pasal  6  h u r u f  a
mel iput i  tal t wan ebaga i  berikut:
a. i d e n t i f i i  d a n p e n e t a p a n  jabatan kritika1;
b. a n a l i s i  k e b u t  Than talenta;
c. p e n e t a l  I. in s tp  itegi akuisisi;
d. i d e n t i f i l  : isi, pe Zilaian dan pemetaan talenta;
e. p e n e t a i  n  kek mpok rencana suksesi; dan
f. p e n c a r i F  n ta le nta mela lu i  mekanisme mutas i / ro tas i  an ta r

instans d a n  r e n c a n a  p e n e m p a t a n  t a l e n t a  m e l a l u i
mekani me  pei iugasan atau penugasan khusus.

Pasal 8
(1) P e n g e n  I )angan ta lenta sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6

h u r u f  t l i l a k s  tnakan melalui  :



a. a k :  ! lerasi karier;
b. p e r  .I;emba agan kompetensi talenta; dan
c. p e r  :ngkat  in kual i f ikasi  talenta.

(2) P r i o r i t a ;  p e n , e m b a n g a n  t a l e n t a  m e l a l u i  akse le ras i  k a r i e r ,
pengem k angar k o m p e t e n s i  t a l e n t a ,  d a n  p e n i n g k a t a n
kual i f ik  s i  t a l e n t a  sebaga imana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )
berdase t kan pimingkat yang dimulai  dari  u ru tan  tertinggi pada
kotak n Imajen Len talenta.

Pasal 9
(1) R e t e n s i  talenta sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6  h u r u f  c

bertujul  L u n . : u k  m e m p e r t a h a n k a n  p o s i s i  t a l e n t a  d a l a m
kelompck ren.-;ana s u k s e s i  s e b a g a i  s u k s e s o r  y a n g  a k a n
menduc t tki jab atan target.

(2) R e t e n s i  t a l e n t  a sebaga imana  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )
dilaksan = kan rr elalui rencana suksesi, rotasi jabatan, pengayaan
jabatan, ioerlual an jabatan, dan penghargaan.

Pasal 10
(1) Penemp.  ; tan t e l e n t a  sebagaimana d i m a k s u d  d a l a m  Pasa l  6

h u r u f  d  dida&.Lrkan p a d a  rencana suksesi  dengan mengacu
pada pe311mpur can berdasarkan kebutuhan strategis Perangkat
Daerah Ian/a-btu arah pembangunan priori tas nasional jangka
menengt L I d a n  jangka  panjang yang d i te tapkan o leh Pejabat
Pembin2 Kepegiwaian.

(2) Penempc t an t a l e n t a  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a
ayat (1) 1  spat clilakukan pada lintas Instansi Pemerintah, sesuai
dengan 1 tbutub an Perangkat Daerah.
Talenta Ta n g  t e r m a s u k  d a l a m  k o t a k  9  (sembi lan)  d a p a t
ditempat z an sec ara langsung pada jabatan target.

(3)

Pasal 11
(1) P e m a n t a  a n  clan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

hu ru f  e  d i laksanakan secara per iod ik  o l eh  Pejabat Pembina
Kepegaw I an.



(2) P e r n a n t i  _tan s?bagaim.ana d imaksud p a d a  a y a t  (1) d i l akukan
pada to ) ap per gembangan, retensi, dan penempatan.

(3) S u k s e s t  I yang telah ditempatkan pada jabatan kri t ikal di lakukan
monitor ng dar, evaluasi selama 3 (tiga) t ahun  u n t u k  di lakukan
penemp t a n  ke nbali dalam jabatan.

(4) P e n e m p  t a n  kc mbali dalam jabatan dapat  berupa promosi atan
penemp3tan jE  batan l a i n  y a n g  se ta ra  sesua i  dengan  h a s i l
evaluasi I a n  ke butuhan pengisian jabatan krit ikal selanjutnya.

Pasal 12
(1) I d e n t i f i k  3 Si d E  n p e n e t a p a n  j a b a t a n  k r i t i k a l  sebaga imana

dimakst. (1 dalai n Pasal 7  h u r u f  a d i tu jukan u n t u k  penempatan
talenta.

(2) J a b a t a n  s e b a g a i m a n a  dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan i n t i  d  alarn organisasi y a n g  m e m e n u h i  karak ter is t ik
tertentu.

(3) K a r a k t e r  i ;tik j a  aatan kr i t ika l  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan e a t  (2) i i n tuk  manajernen talenta PNS terdiri dari:
a. s t r a  :ogis dE n berkaitan langsung dengan strategi organisasi

sert i perkei nbangan lingkungan;
b. m e n  ,r1u.k.a: a kompetensi yang sesuai dengan core business;
c. m e n  i autuhl :an kinerja yang tinggi;
d. m e n  i )eri pe Luang pembelajaran yang tinggi;
e. m e n :  orong perubahan dan  percepatan pembangunan dan

pela m a n  y ublik; dan
f. s e s u  K i kebu tuhan prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 13
(1) J a b a t a n  <rit ikal sebagaimana dimaksud da lam Pasal 12 ayat (2)

disu sun )t,,rdasa rkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan.
(2) P e j a b a t  I  .(mbinE Kepegawaian menetapkan Jabatan Kri t ikal  dan

Standar Kompetens i  J a b a t a n  s e r t a  me laporkannya  k e p a d a
Menteri P e n d a  Tagunaan A p a r a t u r  N e g a r a  d a n  R e f o r m a s i

Birokrasi



(3) P e j a b a t  P e m b i n a  Kepegawaian mene tapkan  j a b a t a n  k r i t i k a l
sebagaii r ana d  imaksud pada ayat (1) u n t u k  jabatan p impinan
tinggi pi ; lama, jabatan adrninistrasi, dan jabatan fungsional.

Pasal 14
(1) A n a l i s i s  l  :ebutu aan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

hu ru f  )  d i d E  sarkan p a d a  r e n c a n a  pembangunan  j a n g k a
meneng t i dan jangka panjang Pemerintah Daerah yang terjabar
dalam vi i ,  misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi.

(2) P e m e r i n  ; th a  terah m e n y u s u n  a n a l i s i s  k e b u t u h a n  t a l e n t a
sebagair Lana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan
fungsi, s s rta jab atan krit ikal.

(3) T i m  M i r  1ajernn Ta l e n t a  Pemer in tah  D a e r a h  sebaga imana
dirnaksu d a l a r  t Pasal 4  ayat  (1) menyusun analisis kebutuhan
talenta ; . b a g a i  liana d imaksud  p a d a  a y a t  (1)  sesua i  dengan
jabatan i r i t i ka l  yang ditetapkan dengan mengacu pada prioritas
pemban€ i man 1)aerah.

Pasal 15
(1) Penetape r . strat(!gi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

hu ru f  c c idasai  kan pada analisis kebutuhan talenta.
(2) D a l a m  n  itglea p ..netapan strategi akuisisi sebagaimana dimaksud

pada aya  : (1), Demerintah Daerah menyusun strategi akuis is i
dengan r i ekanis me:
a. m e n l l a n g u r  E talenta internal instansi;
b. m e n l r u t  to enta baru (Calon PNS dan/atau PPPK);
c. m u t ;  L' A clan/ atau promosi talenta antar instansi; dan/  atau
d. p e n t  j;asan atau penugasan khusus  talenta.
Pejabat =  embin i Kepegawaian menetapkan  s t ra teg i  aku i s i s i
talenta s(llagai c asar dalam identifikasi, penilaian dan pemetaan
talenta di i g a n  instansinya.

(3)

Pasal 16
(1) I d e n t i f i k a  ,  p e r  ilaian, d a n  peme taan  t a l e n t a  sebagaimana

dimaksuc da lam Pasal 7  h u r u f  d diperuntukkan bagi kandidat



(3)

talenta Sang b( rasa' dari PNS, termasuk calon PNS dan PPPK.
(2) I d e n t i f i l i s i ,  penilaian, dan pemetaan talenta terhadap kandidat

talenta sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )  d i laksanakan
melalui netode :
a. p e r  ;uj ian, penguku ran ,  d a n / a t a u  pemer ingkatan  y a n g

ten i ri dari:
1. d i  ata:; ekspetasi;
2. s e s u a  ekspetasi; dan
3. d i  baw ah ekspetasi.

b. p e n  E ntuan t i n g k a t a n  po tens ia l  d a l a m  k a t e g o r i  t i n g g i ,
melt mgah, d a n  r e n d a h  m e l a l u i  assessment center,  u j i
kon 3etens , rekam je jak jabatan, d a n /  a-tau pert imbangan
lain lesuai  kebutuhan instansi.

Metode i d e n t  fikasi, p e n i l a i a n ,  d a n  p e m e t a a n  t a l e n t a
sebagair ana  di naksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. H a s  Peni lk  tian Kinerja selama melaksanakan togas jabatan

yani terdis i  ribusi dalam unit  dan/atau instansi.
b. A s s  ;men t  Center untuk  mengukur/meni la i  potensi talenta

yani me l ip i  Lti:
1. 1  :emarr puan intelektual;
2. 1  :ernarn puan interpersonal;
3. 1  esadai an diri;
4. 1  emam )uan berpikir kritis dan strategis;
5. e m . a m  puan menyelesaikan permasalahan;
6. I .  ecerdasan emosional;
7. e m a m  puan belajar  cepat  d a n  mengembangkan d i r i ,

erta m otivasi; dan
8. 4  omitm. t a len ta .

c. U j i  14 ompete nsi yang mencakup pengukuran
1. 4  ompet ensi Teknis;
2. 4  ompet ensi Manajerial; dan
3. o m p e t  .nisi So sial Kultural;
yang M a i m  can oleh assessor secara objektif dalam rangka
perm 1 aan to lenta.

d. R e k a  r i jejak jabatan, antara lain :
1. ;  t spek p mdidikan formal;



(3)

2. p e n d i (  likan dan pelatihan;
3. p e n g a  .aman dalam jabatan; dan
4. i n t e g r t a s  dan moralitas.

e. P e r  t mbanl ;an lain yang terdiri dari:
1. l c u a l i f  kasi pendidikan sesuai rumpun jabatan;
2. p r e f e r  msi karier; dan
3. p e n g a  [aman kepernim.pinan organisasi

Pasal 17
(1) P e m e t a  t e n t a  d i l a k u k a n  t e r h a d a p  s e l u r u h  p e g a w a i

sebagai itana l i m a k s u d  d a l a m  Pasa l  1 6  p a d a  f l a p  j e n j a n g
jabatan y a k n i  jabatan p impinan tinggi, jabatan administrator,
jabatan penga was, jabatan fungsional, d a n  jabatan pelaksana
sebagai 1 Lana t e r c a n t u m  d a l a m  L a m p i r a n  y a n g  m e r u p a k a n
bagian i  dak te: pisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) P e m e t a  t t a l e r  to sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tir i Mana.emen. Talenta PNS Daerah melalui penghimpunan
talenta r a n g  n e n e m p a t i  k o t a k  k e - 9  (sembilan) p a d a  set iap
Perangi ; It Daei ah.

Pasal 18
(1) P e m e t a  r i talen to sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

bertuju; t z unt-t k menentukan talenta y a n g  m a s u k  ke dalam 9
(sembili d a n  'atau kelompok rencana suksesi dan rekomendasi
t indak I E njut.

(2) Ta l e n t a  y a n g  te lah  d ipetakan sebagaimana d imaksud  d a l a m
Pasal 1 -  selanj- .itnya dapat dilaksanakan :
a. p e r  l ;embai igan talenta dan retensi talenta;dan/ atau
b. p e r  c mpatE n t a l e n t a  y a n g  t e r m a s u k  d a l a m  k o t a k  9

(sei r bilan) dan /  atau kelompok rencana suksesi.
Pernetaln ta ler ta ke dalam kotak 9 (sembilan) dan rekomendasi
t indak 4 n j u t  1;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam I  4tmpira n yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari
Peratur; r 1 Wali Kota ini.



Pasal 19
(1) T i m  M: t ia jern i !n  Ta l e n t a  Pemerintah Dae rah  menominas ikan

talenta yang  r  :tasuk da lam kelompok rencana suksesi  u n t u k
mengisi aba tan  kr i t ikal  atau jabatan yang sedang/ akan lowong
sesuai l  .tbutul• an.

(2) T i m  Ma 7.ajemen Talenta PNS menetapkan kelompok berdasarkan
nornina:k s e b e  gaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  (1).

Pasal 20
Dalam h a l  d i b u t t  thkan t a l e n t a  d a l a m  w a k t u  c e p a t  d a n / a t a u
dibutuhkan t  alenta dengan k e a h l i a n /  kompetensi t e r t e n t u ,  dapat
dilakukan p  -Icarian talenta yang dit indaklanjuti  melalui mekanisme
mutasi/rota::  a t a  i p e n e m p a t a n  t a l e n t a  m e l a l u i  m e k a n i s m e
penugasan e t au per ugasan khusus.

Pasal 21
(1) K e l o m p  r e n c  ma suksesi sebagaimana dimaksud dalam pasal

18 ayat I )  mer  -mat:
a. n a r t a  suksesor dalam kelompok rencana suksesi;
b. u r u  t m per empatan suksesor dalam jabatan target; dan
c. p r o  r aksi pc nempatan (posisi dan waktu).

(2) K e l o m p  Yt< rem ana suksesi  sebagaimana d imaksud pada ayat
(1) d i s i  t sun b e r d a s a r k a n  h a s i l  p e m e t a a n  t a l e n t a  d e n g a n
mempei l tatikali jabatan target dan inforrnasi lowongan jabatan
dalam l  nformasi ASN dan Sistem Informasi Manajemen
Karier i s i o n a  L yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian
Negara.

(3) P e j a b a t  I )embina Kepegawaian menetapkan kelompok rencana
suksesi ebaga  imana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22
(1) P N S  y ;  L ig m  asuk k e  d a l a m  k e l o m p o k  r e n c a n a  s u k s e s i

diberike n penq ;hargaan sesuai  dengan ke tentuan perundang-
undang 3 n.



(3)

(2) P e n g h a  • ;aan t a l e n t a  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t
didasan, an pa da sistem, budaya, peraturan,  ser ta kebutuhan

Instans
(3) P e n g h a  '•;aan t-alenta sebagaimana d i m a k s u d  p a d a  a y a t  (2)

dapat d i Duat berbeda satu sama lain.

Pasal 23
(1) Penger r  bangan ta lenta  melalu i  akselerasi kar ier  sebagaimana

dimaks d  dahtm Pasal 8  ayat (1) h u r u f  a di laksanakan melalui
sekolat k a d e r

(2) P e n g e n  bangan t a l e n t a  m e l a l u i  pengembangan  k o m p e t e n s i
telanta uebageimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat  (1) h u r u f  b
dilaksa 7 akan
a. c o r  ))rate university dengan metode klasikal dan nonklasikal;
b. p e i  r belaja ran di dalam dan luar  kantor; dan
c. b e i  t :uk pengembangan kompetensi lainya.
Pengen "iangan talenta melalui  peningkatan kual i f ikasi  ta lenta
sebaga triana d i m a k s u d  d a l a m  Pasa l  8  a y a t  ( 1 )  h u r u f  c
dilaksa a k a n  ne la lu i  tugas belajar.

Pasal 24
Manajemen t a l e n t  a P N S  m e r u p a k a n  b a g i a n  d a r i  m a n a j e m e n
Penge-mbami in K a  ier Nasional yang  di laksanakan mela lu i  mu tas i
dari latau p1 ( mosi.

BAB IV
ISTEN INFORMASI MANAJEMEN TALENTA

Pasal 25
(1) Pemer i :  t a b  D a e r a h  menye lenggarakan  s i s t e m  i n f o r m a s i

Manaje rlen T  alenta P N S  y a n g  ter in tegras i  seca ra  nas iona l
dengan 3isterr In formasi  ASN.

(2) S i s t e m  I n f o n  riasi M a n a j e m e n  Ta l e n t a  P N S  s e b a g a i m a n a
dimake p a d a  aya t  (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang
membil I angi u rusan pengembangan kepegawaian d i  Daerah.



BAB V
PENDANAAN

Pasal 26
Pendanaan 4[anaje nen Talenta PNS bersumber dari:
a. A n g g a r  n Pend apatan dan Belanja Daerah; dan /a tau
b. S u m b e r  pembiayaan la in yang sah dan t i dak  mengikat  sesuai

dengan l:etentt ian peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan W Ili Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap g a n g  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan
Peraturan W 31i Kota in i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14  Januari 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

esuai dengan aslinya
Bal;ian Hukum,7-

SNA _
4) 72050 199503  2 005



LAM PI RAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TE NTANG
MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI
NEGERI S IP IL D I  LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

4

Kir erja d i  atas
Oa pektasi dan
pot ensial
rer dah

7

Kinerja di atas
ekspektasi dan
potensial
menengah

9

Kinerj a d i  a t a s
ekspektasi d a n
potensial -tinggi

2 5 8

Kim rja sesuai Kinerja sesuai Kinerja sesuai
ekspektasi dan ekspektasi dan ekspektasi dan
pot ensial potensial potensial tinggi
rer dah menengah

1 3 6

Kim xja di Kinerja di bawah Kinerja di bawah
bam, ah ekspektasi dan ekspektasi dan
ekspektasi dan potensial potensial tinggi
pot( nsial
rem lah

menengah

1. KOTAK MI JIAJEN EN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)

EKSPEKTASI

RI:NDAH MENENGAH

POTENSIAL

TRIGG'



IL REKOME: i DASI

KOTAK

9

8

7

6

5

4

3

▶TEGORI

Kinerjk
ekspek
potens

di atas
tasi dan
al tinggi

Kinerje sesuai
ekspek tasi dan
potens al tinggi

Kinerja di atas
ekspek asi dan
potensi al menengah

Kinerja di bawah
kspek asi dan
otens al tinggi

erja
kspek
otensi

sesuai
asi dan
11 menengah

erja diatas
kspekt asi dan
• tensial rendah

REKOMENDASI
1. Dipromosikan dan dipertahankan
2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi

Instansi /  Nasional
3. Penghargaan
1. Dipertahankan
2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi

Instansi
3. Rotasi/Perluasanjabatan
4. Bimbingan kinerja
1. Dipertahankan
2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi

Instansi
3. Rotasi/Pengayaan jabatan
4. Pengembangan kompetensi

. Tu !as bela'ar
1. Penempatan yang sesuai
2. Bimbingan kinerja
3. Konseling kinerja
1. Penempatan yang sesuai
2. Bimbingan kinerja
3. Pengembangan kompetensi

2

1

eta di bawah
Ykspekt asi dan
)otensir ▶1 menengah

1 Zinerja sesuai
kspekt asi dan
'otensi<l rendah

Kinerja di bawah
kspekt tsi dan
• tensia 1 rendah

1. Rotasi
2. Pengembangan kompetensi

1. Bimbingan kinerja
2. Konseling kinerja
3. Pengembangan kompetensi
4. Penempatan yang sesuai
1. Bimbingan kinerja
2. Pengembangan kompetensi
3. Penempatan yang sesuai

Diproses sesuai ketentuan peraturan
perundangan

salinar sesuai dengan aslinya
Kep la Bagian Hukum,

SNA _
IP.1972050 199503  2 005

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


